BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan = hasil  penelitian dan  pembahasan  mengenai
pertanggungjawaban EMKL dalam hal ganti kerugian atas kerusakan atau
kehilangan barang kiriman melalui laut, dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. Danatrans Service Logistics selaku perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal
Laut (EMKL) dalam menanggapi permasalahan tersebut tidak memberikan
tanggung jawab. Hal ini dikarenakan terdapat tanggung jawab lain secara
fisik sejak barang kiriman tersebut dimuat di tempat muatan sampai di tempat
pelabuhan dengan selamat, baik dan lancar, menyesuaikan jadwal muatan
barang sesuai order, mengirim kontainer yang bagus, mengirim truk sesuai
waktu yang ditentukan. Tanggung jawab secara fisik tersebut masih dapat
dilakukan PT. Danatrans Service Logistics dikarenakan tugas-tugas tersebut
memang masih menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan tanggung
jawab secara dokumen ialah mengurus izin ke pihak Bea Cukai, perdagangan,
pertanian. Permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan
musyawarah terlebih dahulu dengan berbagai pihak yang terlibat untuk
menemukan bagaimana cara penyelesaiannya. Penyelesaian permasalahan
tersebut juga dapat dilakukan dengan asuransi, artinya apabila barang kiriman

telah diasuransikan terlebih dahulu maka bisa dilakukan klaimkepada pihak

93
FAKULTAS HUKUM UNDIP



asuransi yang ditunjuk. Melalui asuransi ini, PT. Danatrans Service Logistics
tidak serta merta lepas tanggung jawab namun memberikan pendampingan.
Pendampingan yang dilakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti, history
kejadian, foto-foto, file-file dokumen yang terkait dengan ekspor dan
pengangkutan. Setelah semua berkas terkumpul, selanjutnya melakukan
pelaporan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk. PT. Danatrans Service
Logistics wajib memberikan tanggung jawab apabila terbukti kesalahan
disebabkan olehnya, namun sebaliknya apabila tidak terbukti bersalah maka
PT. Danatrans Service Logistics tidak wajib memberikan tanggung jawab.

. Sistem pertanggungjawaban yang digunakan PT. Danatrans Service Logistics
adalah Tackle to Tackle, artinya sistem ini memberikan batasan mengenai
tanggung jawab pengangkut yang dimulai pada saat pemuatan barang di
pelabuhan pemuatan sampai dengan saat pembongkaran di pelabuhan tujuan.
Alasan menggunakan sistem ini karena mensyaratkan adanya penyerahan
barang sampai ke lambung kapal (overside delivery), dimana pengangkut atau
kapal hanya bertanggung jawab sejak barang-barang tersebut dilepas atau
ditaruh di darat oleh pihak pengangkut / kapal. Sistem yang digunakan PT.
Danatrans Service Logistics berpedoman pada ketentuan dalam The Hague
Rules 1924, Hamburg Rules 1978 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan The Hague Rules 1924 bahwa
pertanggungjawaban pengangkut adalah sejak saat barang dimuat sampai
barang dibongkar. Berdasarkan Hamburg Rules 1978 bahwa

pertanggungjawaban pengangkut adalah pada saat berada di bawah

94
FAKULTAS HUKUM UNDIP



penguasaannya di  pelabuhan  pemuatan, selama berlangsungnya
pengangkutan dan di pelabuhan pembongkaran. Sedangkan menurut Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Perusahaan
angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan
jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian
atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati”. Dalam hal ganti kerugian
oleh PT. Danatrans Service Logistics, dasar perhitungan ganti kerugian yang
digunakan dapat dikatakan bervariatif. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam
perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Namun kerusakan yang dapat
dicover oleh PT. Danatrans Service Logistics hanya sampai dengan 80% dari

harga nilai barang.

B. Saran

Dalam pelaksanaan tanggung jawab pihak EMKL, bagi PT. Danatrans
Service Logistics diharapkan mampu meningkatkan sarana dan prasarana yang
mendukung pelakanaan tugas dan wewenang yang wajib dilakukan. Bagi
pengirim barang sebaiknya mengasuransikan barang yang dikirim untuk
menghindari kerugian. Supaya lebih baik pula perlu adanya peraturan-peraturan
khusus yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan ganti rugi dalam

pengangkutan laut.
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